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ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-
laki dengan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan sekaligus sebagai
ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah dalam rangka membentuk keluarga
yang kekal, tentram dan bahagia, dengan tujuan memperoleh keturunan. Oleh karena
itu perkawinan mempunyai eksistensi yang sangat urgen bagi kehidupan manusia.

Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur
masalah pembatalan perkawinan. Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Agama maupun yang ditentukan oleh
undang-undang perkawinan. Apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan maka akad tersebut terus dilanjutkan, tetapi kalau ternyata belum
memenuhi Syarat-syarat maka pelaksanaan pernikahan harus ditangguhkan dan
apabila ada penghalang perkawinan maka harus dicegah, bahkan bila perkawinan
terlanjur dilaksanakan dapat digjukan pembatal annya.

Di Pengadilan Agama Sleman telah terjadi kasus pembatalan perkawinan
karena status wali yang tidak sah, dan terhadap kasus ini Pengadilan Agama Sleman
akhirnya memutuskan dengan dibatalkannya perkawinan tersebut. Ada kasus
perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali orang lain, padaha mempelai
wanita masih memiliki ayah kandung (wali nasab), yang menurut hukum paling
berhak untuk bertindak sebaga wali nikah. Ayah kandung dari mempela wanita
tidak pernah mengetahui atau diberitahu tentang pelaksanaan pernikahan tersebut,
baik dari pihak calon mempela maupun dari pihak Kantor Urusan Agama, KUA
disini terkecoh atau terkelabui sebenarnya KUA telah memeriksa dan memandang
syarat-syarat formil dari akan menikah semua telah terpenuhi dan secara prosedur
tidak ada masalah, karena semua persyaratan untuk menikah dipalsukan. Hal ini yang
menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti  pertimbangan hakim dalam
menyelesaikan atau memutus perkara pembatal an perkawinan karena status wali yang
tidak sah.

Penelitian ini  menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan
normatif, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada teks ayat al-
Qur'an, hadis dan kaidah usul figh serta pendapat para ulama bak untuk
pembenarannya maupun pemberian norma atau masalah yang diteliti. Pendekatan
yuridis, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada semua tata aturan
perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur perkawinan pada umumnya dan
masal ah pembatalan perkawinan pada khususnya.

Setelah melakukan penelitian, maka diperoleh data tentang pertimbangan
hakim dalam menyelesaikan atau memutus perkara pembatalan perkawinan karena
status wali yang tidak sah (Studi putusan Nomor:23/Pdt. g/2005/PA. Sleman). Dalam
kasus ini Pengadilan Agama Sleman telah membatalkan perkawinan tersebut dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam maupun Undang-undang
Perkawinan yang belaku.
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Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan
baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada
disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah
niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
(Q.S. At Talag (65) : 2, 3, dan 4)

Kalau kita tidak bisamemiliki apayang kita cintai
maka cintailah apa yang kita miliki

“Kunci Kesuksesan Hidup adalah Taqwa, Usaha, dan Syukur”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987
dan No. 0543 b/u/1987 Tertanggal 10 September 1987, yang secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba b be
< ta t te
& sa S es (dengan titik di atas)
z jim ] je
. ha h ha (dengan titik di bawah)
c kha kh ka dan ha
K dal d de
A zal Z z (dengan titik di atas)
) ra r er
B zai z zet
o sin ] es
g syin sy es dan ye

viil



es (dengan titik di bawah)

UU: dad d de (dengan titik di bawah)
B ta t te (dengan titik di bawah)
B za V4 zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain TR koma terbalik di atas

'& gain g ge

s fa i\ ef

k) qaf q ki

5l kaf k ka

Jd lam 1 el

2 mim m em

) nin n en

9 wawu W we

° ha h ha

e hamzah ' Apostrof

S ya 4 ye

2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

translitrasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
_— l - fathah a a
———— kasrah i i
e dammah u u

X




Contoh:

u—’S - Kataba

A - yazhabu

Jrw - swila S3 _ sukira

b. Vokal Rangkap
Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, translitersinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
P ’ Fathah dan ya ai adani
P ’ Fathah dan wawu au adanu
Contoh :
aS _ kaifa Js - haula

3. Ta’ Marbutah

a.

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

Ta’ Marbutah hidup

Ta’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammabh,

transliterasinya adalah (t).

Ta’ Marbutah mati

Ta’ Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : dalh Talhah




c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’

marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : 43l &a g - raudah al-jannah

4. Syaddah (Tasdid)
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah

itu.

Contoh :

U:.‘J - rabbana

A~ -nu'imma
5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “d\“,

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.
Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan
dengan tanda (-).

Contoh :

d.;)“ - ar-Rajulu am‘ - al-Qalamu

xi



) - as-Sayyidu @J:’j\ - al-Badi’u
6. Penulisan Kata atau Kalimat
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis denga kata
perkata.

Contoh :

OB ) & sl ) )5 - Wainna Allah lahuwa khairu ar-Raziqin
O el 5 S ) 8 4l - Fa ‘aufu al-Kaila wa al-Mizan

7. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh
kata sandang , maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

J gy ¥ 2ana e - Wa ma Muhammadun illa Rasiil
Olbaa ) e - Syahru Ramadan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan
sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk
membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia.' Selain itu perkawinan
bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi).’

Terciptanya keluarga yang sakinah merupakan dambaan bagi setiap insan
yang akan melakukan perkawinan, karena perkawinan pada hakikatnya adalah
sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.’

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan sebenar-benarnya menurut
undang-undang dan hukum Islam, ditentukan syarat-syarat demi terwujudnya
perkawinan yang sah.Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan menurut
ketentuan syari’at Islam dan Undang-undang Perkawinan yakni telah memenuhi
segala rukun dan syaratnya serta prosedur yang ditetapkan oleh kedua aturan

tersebut, maka akad perkawinan yang demikian telah dipandang sah menurut

" Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

% Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1), cet. ke-
1 (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZAFFA, 2004), him. 37.

3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.



agama dan negara. Sebaliknya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak
tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.*

Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai
akibat hukum yang menyangkut berbagai masalah keluarga yang ada kaitannya
dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut,
misalnya tentang keabsahan anak, kewarisan, ahli waris, harta bersama dan lain-
lain, serta perkawinan tersebut adalah merupakan ibadah bila dilakukan secara
sah. Oleh karena itu, melaksanakan perkawinan yang tidak sah baik karena tidak
memenuhi rukun maupun syarat perkawinan dipandang sebagai perbuatan yang
sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum. Setiap perbuatan
munkar wajib dicegah oleh orang yang mengetahui. Caranya bisa dengan
mencegah atau mengusahakan pembatalan.”

Pelaksanaan suatu perkawinan hanya dapat dilakukan setelah ada
persetujuan dan kerelaan atau izin dari wali. Adanya wali bagi seorang wanita

dalam akad nikah merupakan rukun akad nikah, sebagaimana firman Allah:
0 iy ymally (2 Hsa) a5l edal (3L (p aKild
Ayat ini memberikan tuntunan yang jelas bahwa izin dari keluarga, ayah

wanita yang hendak dikawini atau kakeknya atau famili lain yang berhak,

diperlukan terlebih dahulu.’

* Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

> Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia
(Jakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 48.

6 An-Nisa’ (4): 25.

" Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), him.17.
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Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa peran wali dalam akad nikah
demikian menentukan atau lebih istimewa dibandingkan dengan peran wali dalam
akad yang lain semisal akad jual beli dan sebagainya.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.’

Wali sebagai salah satu rukun akad nikah haruslah dilakukan oleh orang
yang berhak untuk menjadi wali yakni harus memenuhi syarat-syarat perwalian
dan harus urut sesuai dengan urutan wali nikah. Wali nikah terdiri dari wali nasab
dan wali hakim.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.'’

Pernah terjadi kasus di Pengadilan Agama Sleman, sepasang suami istri
yang telah menikah selama kurang lebih satu tahun digugat oleh ayah kandungnya
sendiri karena ternyata diketahui mereka melangsungkan pernikahan tanpa
memberitahukan maupun izin dan persetujuan dari orang tua atau walinya.
Mereka melangsungkan pernikahan dengan wali yang tidak sah yaitu wali orang

lain, dengan memalsukan tanda tangan pada surat-surat yang menjadi persyaratan

untuk menikah padahal wali nasabnya masih ada.

8 Abu Dawud, Sunan AbF Dawud, Bab al-Wali (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 1: 229, Hadis
dari Aisah.

? Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

' Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20-23



Mengingat dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum
baik bagi suami ataupun istri dan keluarganya masing-masing, maka pembatalan
perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pengadilan agama yang membawahi
tempat tinggal mereka.

Tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili
perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan
alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutus
suatu perkara, dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama
dalam memutus perkara juga harus sesuai dengan perundang-undangan dan
hukum Islam.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad
perkawinan terjadi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atau penelitian
terhadap syarat perkawinan baik syarat-syarat yang ditentukan oleh agama
maupun oleh undang-undang perkawinan. Kalau ternyata syarat-syarat
perkawinan itu belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan maka
pelaksanaan akad perkawinan wajib dicegah melalui prosedurnya, bahkan apabila
perkawinan tersebut sudah terlanjur terlaksana dapat diajukan pembatalannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merasa tertarik
untuk mengetahui lebih lanjut apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh
hakim dalam mengambil keputusan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan

Agama Sleman.



B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun kemukakan di atas maka pokok
masalah yang akan diangkat adalah pertimbangan apa yang digunakan oleh
majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali

yang tidak sah pada putusan nomor 23/Pdt.g/2005/PA. Smn.

C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah untuk memberikan penilaian
terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan
perkara pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah, apakah
keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Undang-
undang yang berlaku.
Adapun kegunaan dari pembahasan sekripsi ini adalah
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam
khususnya yang berkaitan dengan putusan dalam penyelesaian pembatalan
perkawinan karena status wali yang tidak sah di Pengadilan Agama
Sleman.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dalam

pembatalan perkawinan.



D. Telaah Pustaka

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka pada bagian ini akan didata
ulang telaah pustaka khususnya terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan
dengan permasalahan perwalian dalam perkawinan.

Misalnya, Muhammad Arief Setiawan dalam skripsinya “Status Wali
Nikah Bagi Pelaku Incest” menyebutkan wali (dari anak yang ingin menikah)
sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam perkawinan. Untuk melakukan
sebuah pernikahan, eksistensi wali nikah sangat diharapkan terutama dari pihak
perempuan. Akan tetapi bagi seorang pelaku incest tidak diperbolehkan menjadi
wali karena ia termasuk dalam kategori orang fasiq dan dicabut hak perwaliannya
untuk dialihkan kepada wali yang lain. Meskipun demikian, wali termasuk dalam
salah satu syarat perkawinan, tanpa adanya wali hubungan perkawinan (anak)
tidak terjadi secara otomatis. "’

Skripsi Nurhayati Kusumaningsih “Pembatalan Pernikahan karena Akad
Nikah Dilakukan Oleh Wali Yang Tidak Berhak™ (Studi atas Pendapat Mazhab
Syafi’l dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia).'? Dalam
skripsi ini dibahas tentang pendapat Mazhab Syafi’i mengenai wali nikah,
menurut Syafi’iyyah tertib di antara para wali adalah syarat yang harus dipenuhi,

yang didasarkan pada urf. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, pendapat

""" Muhammad Arief Setiawan, “Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest”, skripsi tidak

diterbitkan, Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

"2 Nurhayati Kusumaningsih, “Pembatalan Pernikahan karena Akad Nikah Dilakukan
Oleh Wali Yang Tidak Berhak” (Studi atas Pendapat Mazhab Syafi’l dan Pengaruhnya Terhadap
Hukum Perkawinan Dilndonesia), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah TAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (1998 )



Mazhab Syafi’i sangat dominan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum
perkawinan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya materi dari hukum
perkawinan di Indonesia dan perundang-undangan yang diambil dari hukum Islam
khususnya, Mazhab Syafi’i sebagai contoh tentang kedudukan wali dalam akad
nikah dan dibatalkannya, akad nikah yang dilakukan tanpa wali atau dilakukan
oleh wali yang tidak berhak.

Skripsi Ahmad Azmi “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali Yang
Lebih Berhak (Studi Putusan PA Banjarnegara)”'” yang menjadi permasalahan
dalam skripsi ini adalah kedudukan akad nikah yang dilakukan oleh wali yang
tidak berhak yaitu paman sedangkan saudara laki-laki masih ada.

Perwalian dalam wacana Islam bukanlah wacana yang baru, selain banyak
disebutkan dalam buku-buku tentang perwalian juga dijelaskan dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 1 yang mengatur tentang perkawinan
yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi
dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus
keatas dari suami atau isteri. Kemudian dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam
disebutkan bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan apabila perkawinan

dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

" Ahmad Azmi, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali Yang Lebih Berhak
(Studi Putusan PA Banjarnegara)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah TAIN Suanan
Kalijaga Yogyakarta, ( 2001 )



Berdasarkan telaah terhadap karya-karya sejenis terdahulu maka tampak
belum ada yang membahas topik sebagaimana yang penulis angkat dan oleh

karena itu jelas bahwa topik ini layak untuk di angkat dan di tindak lanjuti.

E. Kerangka Teoretik
Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan
Hukum-hukum yang mengaturnya. Antara lain; disyaratkan kedua calon tidak ada

halangan untuk menikah, seperti tersebut dalam al Qur’an:
pSigal 5 AV iy 5 #Y) Caiy g aSAIA g aShae 5 oS0 A g 2SI g aSigal aSile i
Do 0S5 smm g U (Saels g oSl gl e L5l (e oS5 a5 oSinia
Ce ) aSEL B 5 aSile ~LiaBld e AlAn | 53 oS5 A1 (18 (e allAy Al 4SSl
1 las )1 g8 oA o) b 38Y) 8N G ) graad () 5 2SSl
Perkawinan harus dihadiri wali mempelai perempuan seperti disebutkan

dalam hadis:
5 Jd e sy
Perkawinan harus dihadiri dua orang saksi, seperti dinyatakan dalam
sebuah hadis:

1 Jac g liy J oY~y

4 An-Nisa’ (4): 23.

' Imam Ahmad bin Hambal, Musnad ImamAhmadbin Hambal (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),
VI: 398. Hadis dari abbas.

' Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bab Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I: 132, hadis no.
2082. Hadis dari Abi Musa.



Apabila dalam suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam
pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan
ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi syarat dan rukunnya atau setelah
perkawinan berjalan lalu timbul hal-hal yang merusak rukun dan syarat akad
perkawinan, maka perkawinan itu diakhiri berdasarkan atas kehendak hukum.'’

Di dalam Undang-undang Perkawinan, masalah pembatalan perkawinan
ini diatur pada Pasal 22, dimana disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan
apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan. Dimana syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai 12
Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Di samping batalnya perkawinan dapat pula
disebabkan oleh:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan

yang tidak berwenang

2. Wali nikah yang melangsungkan perkawinan tidak sah

3. Perkawinan dilangsungkan tidak dihadiri oleh dua orang saksi

4. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar

hukum

5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri

suami atau isteri.

Mengenai wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan

rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 menyatakan bahwa:

17 Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Islam dan UU Perkawinan Indonesia (Jakarta: Bina
Cipta, t.t.), hlm.92.
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wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Orang dapat bertindak sebagai wali apabila memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

5.

Beragama Islam
Baligh
Berakal sehat

Laki-laki

Adil (beragama dengan baik)

Sedangkan kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang

menjadi wali adalah:

l.

2.

Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.

Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu) atau seayah.

Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-
laki kandung atau seayah).

Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah).
Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung
atau seayah)

Sultan (penguasa tinggi) yang disebut juga hakim

Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali

muhakkam.'®

'8 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,cet. ke-9 (Yogyakarta: Perpustakaan
Fakultas Hukum UII, 1999), him. 41
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Dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, pihak-pihak yang berkompeten

dalam proses pengajuan terhadap pembatalan perkawinan adalah:

l.

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami
atau isteri.

Suami atau isteri.

. Pejabat yang berwenang mengawasi perkawinan menurut undang-undang.

Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan.

Pembatalan perkawinan di Indonesia harus melalui keputusan pengadilan,

maka hakim dapat memberikan keputusan harus berdasarkan pertimbangan dan

alasan yang tepat.

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, digunakan beberapa metode

penelitian sebagai berikut:

1.

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini menggunakan
penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang bertujuan
untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian teori dengan praktek yang
terjadi di lapangan atau di masyarakat. Dalam pembahasan ini penyusun

mengambil objek di Pengadilan Agama Sleman.

2. Sifat penelitian
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Sifat penelitianya adalah deskriptif analitik. Setelah data terkumpul

dideskripsikan terlebih dahulu mengenai pertimbangan hakim dalam

menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan karena status wali yang

tidak sah kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap perkara tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

normatif yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami

ketentuan wali secara benar yang didasarkan pada nas} dan buku-buku

figih. Sedangkan pendekatan yuridis adalah cara mendekati masalah yang

diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia yang mengatur perkawinan pada umumnya dan

masalah pembatalan perkawinan pada khususnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen, yaitu dengan menelusuri dan mempelajari
dokumen berkas-berkas perkara dan putusan-putusan yang berkaitan
dengan pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah serta
melakukan pengkajian terhadap berbagai buku atau tulisan yang
berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara (interview) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan baik dilakukan dua orang atau lebih dengan

bertatap muka guna mendengarkan secara langsung informasi-
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informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara ini dilakukan

dengan hakim di Pengadilan Agama Sleman.
5. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penelitian, kemudian dianalisa dengan
menggunakan metode kualitatif dengan pola berfikir deduktif, yaitu metode
untuk menganalisis data-data umum, kemudian dari fakta yang umum itu

ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan di tuangkan dalam lima bab, yang di
susun secara sistematis untuk mempermudah pemahaman.

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum menguraikan tentang pembatalan perkawinan karena
status wali yang tidak sah, kasus perkara pembatalan dan pertimbangan hakim
dalam memutus perkara penyusun akan menguraikan tentang tinjauan umum
pembatalan perkawinan yang meliputi pengertian dan dasar hulum wali nikah,
serta pengertian pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah dan
dasar hukumnya.

Bab ketiga, setelah mengetahui tentang wali nikah, pembatalan
perkawinan karena status wali yang tidak sah, penyusun akan menguraikan
tentang pembatalan di Pengadilan Agama Sleman, yang meliputi kasus Nomor

23/Pdt.g/2005/PA.Smn, proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan
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karena status wali yang tidak sah dan pertimbangan hakim dalam memutus
perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis terhadap kasus pembatalan
perkawinan karena status wali yang tidak sah di Pengadilan Agama Sleman yang
meliputi analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama
Sleman.

Bab kelima, bagian penutup yang akan merumuskan kesimpulan serta

saran-saran dan akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari pembahasan bab-bab terdahulu, kiranya penyusun dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menjatuhkan keputusan
terhadap perkara pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah adalah
dengan pembuktian, bahwa benar-benar telah terjadi pernikahan dengan wali orang
lain. Y ang dibuktikan dengan:

a. Adanya bukti-bukti surat seperti Kutipan Akta Nikah yang dapat dijadikan
bukti bahwa benar telah terjadi perkawinan yang di langsungkan dengan
menggunakan wali orang lain padahal wali nasab yaitu pemohon masih ada.

b. Adanya pengakuan dari Termohon sebagaimana yang telah dikemukakan oleh
Pemohon, bahwa benar-benar perkawinan mereka di langsungkan
menggunakan wali orang lain.

Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus
perkara pembatalan perrkawinan adalah berdasar pada: Adanya penipuan yang
dilakukan oleh termhon | dan |l terhadap KUA sehingga pihak KUA terkecoh dengan
surat-surat yang diserahkan oleh termohon sebagai persyaratan untuk menikah,

seperti dipalsukannya KTP dsh, semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan
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dipalsukan. Perkawinan antara termohon | dan |11 dilangsungkan menggunakan wali
orang lain padahal wali nasab yaitu pemohon masih ada.

Sebuah perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali yang tidak
sah yakni wali orang lain, dapat di ajukan pembatalan. Namun demikian, perkawinan
yang tidak memenuhi syarat tidak dapat sendirinya menjadi batal, melainkan harus
diputus oleh pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan
dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami atau isteri maupun terhadap

keluarganya.

B. Saran-saran

Saran yang dapat penyusun kemukakan sehubungan dengan analisis yang
penyusun lakukan pada kasus pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak
sah di Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para pihak yang akan melakukan pernikahan mengetahui tentang tata
cara pernikahan yang benar dan sesual dengan perundang-undangan yang berlaku
dan syariat Islam.

2. Kepada para pgjabat KUA hendaknya melakukan surve terlebih dahulu terhadap
syarat-syarat untuk nikah yang digjukan oleh orang yang hendak menikah, jika
perlu petugas KUA melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada
pihak yang mengeluarkan surat-surat sebagai persyaratan untuk menikah agar
diperoleh keterangan tentang keabsahan surat-surat tersebut, agar supaya tidak

tertipu.



71

3. Kepada para Hakim Pengadilan Agama, agar dalam memeriksa dan mengadili
suatu perkaralebih teliti lagi agar bisa memberikan rasa keadilan bagi para pencari
keadilan, dan hakim dalam mencantumkan dasar hukum sebaga pertimbangan
selain berdasarkan pada peraturan perundanga-undangan seharusnya juga

mencantumkan ayat-ayat al-Qur’ an maupun hadist sebagai dasar hukumnya.
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